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Appendix

A. Research Question Variables
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Variable Interviewee Question
The factors that lead to | AW (Technical 1. Apa faktor utama
the government decision | Department of yang mendorong
to reduce the importduty | DGCE) pemerintah  untuk
exempt limitto US$3 in menerapkan PMK
MFR Number Nomor
199/MFR.010/2019 199/PMK.010/2019?
I (Technical 1. Bagaimana tren
Deprtment of DGCE) impor di tahun 2017-
2019 sehingga
pemerintah
memutuskan untuk
menerbitkan PMK
199/PMK.010/2019?
2. Apakah di kebijakan

sebelumnya terdapat
beberapa kelemahan
sehingga pemerintah
memutuskan untuk
menerbitkan aturan
baru ini?

W (Head of Bengkulu
Inspection  Hangar
DGCE)

Bagaimana aktivitas
impor di lapangan
terutama di era e-
commerce ini?

The actors involved in
the formulation process
of MFR Number
199/MFR.010/2019

AW (Technical
Department of
DGCE)

Siapa saja aktor dari
pemerintah atau
aktor luar yang
terlibat dalam
pembuatan  aturan
ini?

Apakah pemerintah
melibatkan  tenaga
ahli dari luar
misalnya universitas
atau untuk evaluasi
kebijakan
sebelumnya?

I (Technical
Department of
DGCE)

Siapa saja aktor dari
asosiasi luar yang
terlibat dalam
pembuatan kebijakan
ini?
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Policy Choice AW (Technical 1. Kebijakan apa yang
Department of akhirnya diambil
DGCE) pemerintah  untuk

mengatasi tren impor
di tahun 2017-2019?

B. Non-Research Question Variables

Variable Interviewee Question

Formulation Process of | AW (Technical 1. Apakah saudara/i

Minister of Finance | Department of DGCE) dapat menjelaskan

Regulation secara singkat
bagiamana proses
pembuatan
Peraturan Menteri
Keuangan?
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